
 
 

 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 
 

KEPUTUSAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR 
NOMOR W18-.1731-OT.02.10 TAHUN 2021 

TENTANG 
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR 
 

KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR 

 

Menimbang : a. Bahwa  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik 

yang prima, cepat, tepat, transparan dan profesional di 

lingkungan Kantor Wilayah, maka perlu disusun 

standar operasional prosedur (SOP); 

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta (Penjelasan dalam tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Penjelasan 

dalam Tambahan Negara Republik Indonesia  nomor 

5953); 

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2016 Tentang Paten; 

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri; 

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI 

Tahun 2009 Nomor 112,  Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 5038); 

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan; 

8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi; 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris; 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan 

Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan 

Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
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Sipil serta Kartu Tanda Pengenal  Pejabat  Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 615); 

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1441); 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  PROSEDUR  (SOP) 

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 

HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR 

Kesatu : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Kalimantan Timur. 

Kedua : Standar Operasional Prosesur (SOP) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib 

dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai 

acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan 

Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam 

penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Ketiga : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang 

terlampir dalam Keputusan menjadi bagian tak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

 
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Samarinda 

Pada Tanggal : 10 Januari 2021 

Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 

Sofyan 

NIP. 19641024 198503 1002 
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. 

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 

NOMOR SOP : W.18-UM.01.01- 

TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2021 

TGL. REVISI : 

TGL. EFEKTIF : 

DISAHKAN OLEH : Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 

SOFYAN 

NIP. 19641024 198503 1 002 

NAMA SOP : PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN NOTARIS 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pengangkatan, Perpindahan, pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan 
Notaris; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan. 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. SOP Penyiapan SK Tim 
2. SOP Pelaksanaan Rapat 

1. Program Kerja 
2. Term of Refference 
3. Komputer/Printer/Scanner 
4. Jaringan internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Pelaksanaan Sumpah Jabatan Notaris 

tidak dapat dilaksanakan. 

- Di simpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 



 
 

 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. 

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 

NOMOR SOP : W.18-UM.01.01- 

TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2021 

TGL. REVISI : 

TGL. EFEKTIF : 

DISAHKAN OLEH : 
 

Kepala Kantor Wilayah, 

 
  
 

SOFYAN 

NIP. 19641024 198503 1 002 

NAMA SOP : PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PPNS 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan 
Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 
dan HAM RI; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan. 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. SOP Penyiapan SK Tim 
2. SOP Pelaksanaan Rapat 

1. Program Kerja 
2. Term of Refference 
3. Komputer/Printer/Scanner 
4. Jaringan internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Pelaksanaan Sumpah Jabatan PPNS tidak 

dapat dilaksanakan. 

- Di simpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 

   



 

 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. 

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 

NOMOR SOP : W.18-UM.01.01- 

TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2021 

TGL. REVISI : 

TGL. EFEKTIF : 

DISAHKAN OLEH : Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 

SOFYAN 

NIP. 19641024 198503 1 002 

NAMA SOP : PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara 

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan. 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. SOP Penyiapan SK Tim 
2. SOP Pelaksanaan Rapat 

1. Program Kerja 
2. Term of Refference 
3. Komputer/Printer/Scanner 
4. Jaringan internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Permohonan Kewarganegaraan tidak 

dapat dilaksanakan. 

- Di simpan sebagai data elektronik dan manual 

 



   

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 


